
BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH I{ABUPATEN CIANJUR

NOITIOR 26 TAHUN 2OL2

TENTANG

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUT{AI\I YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR

Menimbang : a. bahwa kekayaan daerah adalah unsur terpenting dalam
penyelenggaraan pena.erinterhan daerah, olerr karena itu
pemerintah daerah rnempunyai hak dan kewajiban untuk
mengelola kekayaan daerah dengan baik, transparan dan
akuntabel;

b. bahwa untuk meningkatkan pengamanan terhadap
kekayaan daerah, meningkatkan disiplin d;
tanggungjawab pegawai terhadip pengelolaan kekayaan
daerah serta untuk kelancaran dan ketertiban pi""r.
penyelesaia"n kerugian daerah, perlu menetlpkan
Peraturan Daerah tentang penyeresaian Kerugian Daeiah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pemben-
tukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam LLgkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita N"grm Tahun 1950 Nomor
43) sebergaimana telah diubah dengan undang-undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Katrupatei
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
undang-undzrng Nomor 14 Tatrun lgso tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat flembara, Negara
Republik Indonesia Tahun 19ffi Nomor 31, tambahan
Iembaran Negara Republik Indooesia Nmor 2&5f);

2- urdang-undang Nomor za rahrm Lg9fl tqilang
@ t{€gara yaag Bersrih dan Bchas d"ri
tr!,r.t Krrryd'ron lfielptisme (t"emnran Hcgara ncnrunfiilgItrncsin Thhun r99g Nomor zs, rhmhhan Lcmtaran
Ilqma ncptm xndoncqin lfmm 3S5fl;

,;l*
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Uldlrg:Undang Nomor g Tahun lg74 tentang pokok-
pokok Kepegawaian (I'srnbaran Negara Republik IndonesiaTahun 1974 Nomor 55, Tambaian Lelbaran NegaraRepublik Indonesia Nornor 3041) sebagaimana telahdiubah dengan undang-undang Nomor 45 Tahun rggg
(L-embaran Negara Republik Indonesia Tahun rggg Nomor169, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Incronesia
Nomor 3851);

undang-undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubrik Indonesia iahun 200gNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor a2S6);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2oo4 Nomor s, Tambalan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a3SS);
Undang-Undang Nomor l S Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, pengeiolaan, dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repr-rblik i"aoril.ia Tahun 2ao4Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republiklndcnesia Nomor aaOA);

7 ' Undang-Undang Nomor 32 Tahu, 2oo4 tentangPemerint"T? Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2oa4 Nomor 125, Tambihan Lem'baran
Negara_ Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan KeduaAtas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2ao4 tentangPemerint"h?t Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 20oB Nomor 59, Tamuitran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ag4a);

8' Undang-undang Nomor 12 Tahun 2ort tenta,gPembentukan peratr:.ran per-undang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia TahIn 2or-r Nomor g,,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor523a\

9. Peraturan pemerintah Nomor sB Tahun 200s tentangPengelolaan . Keuangan !1erah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 200s Nomor r4o, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor as7g);

10. Peraturan penrerintah Nomor zg rahun 200s tentangPedoman penrbinaan dan pengawa"*, F"rryerenggaraan
Pemeriritah Daerah (Lembaro, N.gara Repubiik Inl-onesiaTahun 200s Nomor 16s, Tambahan Lembaran N"g*;
Republik Indonesia Nomor a593);

o\J.

4.

5.

6.
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11. Peraturein Pernerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
46091 sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 38 'lahun 2008 tentang perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20A6 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor TB,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a8s5);

Peraturan F'emerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a6lfl;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 L Tahun 2OLO tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan T\rntutan Ganti
Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor i3 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagairnana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Ata.s Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun ZOOO tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2oo7
tentang Pedoman Tekrris Pengelolaan BarangMilik Daerah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201 1

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Repubrik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Tata Cara penyelesaian
Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor: 02 Tahun
2OO7 tentang Pengelolaaa Keuangan Daerah (Lemba.ran
Daerah Tahun 2OO7 Nomor 02 Seri D);

Perarurran Daerah Kabupaten Cizrnjur Nomor 02 Tahun
2O\2 [entang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Tahr:n 2Ol2 Nomor 02 Seri D);

Dengan Perserujuan Bersama

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

DFi\-.{\. PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAN.iUR

dan
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MEMUTUSI(AN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TBNTANG

DAERAH.
PENYELESAIAN KERUGIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

Pemerintah Daerah adar*h Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur peny elenggara plmerint"h"., da"erah.
Bupati adalah Bupati Cianjur.
Aparat Pengawas pemerintah Daerah yang seranjutnyadisebut Aparat pengawas adaiah Jparat yang
melaksanerkan fungsi pengawasan pada pemerintah
Kabupaten Cianjur.
Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan pemeriksa
Keuangan, Badan _ pengawasan Keuangan danPembanglrnan, inspektoratlenderar pada K8menterian
P*l Negeri, dan Inspektorat Daerah Kabupaten
ulanJur.

6. Majelis Pe_rtimbangan Tuntutan perbendaharaan danTuntutan G:lnti Rugi/Tim penyelesaian Kerugian Daerahyang selanjutnya disebut Majeris/TpKD ad*rrr ti; t;;menangani penyelesaian kerugian daerah ;;;;ditetapkan oleh Bupati.
7. organisasi perangkat Daerahyang selanjutnya disingkatoPD adalah perangkat daerlh pra" pemerintah

Kabupaten cianjur selaku pengguna Rnggaran/pengguna
Barang.

B. Badan usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkatBIJMD adalah badan usaha yan; ' pendiriannyadiprakarsai pemerintah Da93h din/ "atau 
sahamnyasekurang-kurangnya styo dimiliki pemerintah Daerahdengan bentuk badan hukum perusahaan Daerah atau

Perseroan Terbatas.
9. Kerugian Daerah adarah berkurangnya kekayaan daerahyang disebeibkan suatu tind.akan *"ia.rgg"r irukum ataukelalaian bendaharawan atau pegawai bukanbendaharawan dan/atau disebabkan s"uatu keadaandiluar dugaan dan diluar kemampuan manusia.

L 0 - Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajibandaerah dalam. rangka pe,yerenggaraan pemerintahan
dae.ah yang dapat dinirai 

-aenga" 
uang termasur< didalamnl'a segala bentuk kekayian yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban daerah tersebu"t.

2.

3.

4.

5.
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1 1. Badarr Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat
BPK adalah Badan pemeriksa Keuangan sebagaimlna
dimaksud dalam Undang-U,dang Dasai Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah iencana t<euangai
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas J.r,
disetujui bersama oleh pemerintah- DaErah dan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah, dan ditetapkan denga,
Peraturan Daerah.

13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban ,r\pBD atau perollhan lainnyn
yang sah.

r+. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberitugas untuk dan atas nama daerah, menerima,
menyimpan da, membayar/ menyera.hkan uang atau
surat berharga atau barang daerah.

15. Rendahara umum Daerah adarah pejabat pengelola
keuangan daerah yang bertindak -aatam 

kapisitas
sebagai bendahara umunt daerah.

16. Ben.dahara Penerimaan aclalah orang yang ditunjukuntuk menerima, menyimp&fl, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka peiaksanaan APBD
pada OPD.

77. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjukunfirk menerima, menyimpan, - *.*bayarkln,
menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uanguntuk keperluan belanja daeiah - daiam rangkl
pelaksanaan ApBD pada OpD.

18. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat Tp
adalah suatu tata cara perhitungan terhrd"p be,Iahara,jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan
perbendaharaan dan kepada bendahara ylrrg
bersangkrrtan dihanrskan mengganti kerugian

19 ' Tuntutan Ganti Rugi yang seianjutnya clisirigkat TGR
adalah suatu proses tuntutan terhadap pega,irai/orang
dalam kedudukannya bukan sebagai uenaarr-*r., d"rrg"i
tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan o-ieh
perbuatannya yang melanggar hukum dan/atau
melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga
baik secara langsung maupun tidak langsung aaeiirr
m.enderita kerugian.

2i " Kekurangan Perbendaharaan adalah
anrajra saldo Buku Kas dengan Sa-ldo
a"t:itara Buku Persediaan Barang dengan
ffsunggLlhnl'a terdqpat cii dalam gudang
i-ang dirunjuk.

selisih kurang
Kas atau selisih
sisa barang yang
atau tempat lain
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2:r. Kas umum Daer:ah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuli rrr.rr.,o,.prr[
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah.

22. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena
kewenangannya dapat memberikan keterangan/
menyatakan sesuatu hal atau peristiwa yang secara
hukum dapat dipertanggun gjawabkan.

23. Pegawai adalah mereka yang teiah memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang_
undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
negara/daerah atau diserahi tugas negaraldaerah
lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan
perundang-undangan ),ang berlaku, meliputi :

a. Pegawai Daerah;

b. Pegawai Negeri/pegawai Daerah yang diperbantukar/
dipekerjakan;

c. Pegawai Perusahaan Daerah.
24. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris

dalam kedudukannya terhadap rvarisan, hak, kewajiban
dan tanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.

25. Perhitungan Ex officio adaia.h suatu perhitungan
perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yar,g
ditunjuk ex officio apabila bendahara yang bersa.gkltari
meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus
berada di bawah pengampuan dan/atau apabila
bendahara yang bersangkutan tidak membuat
pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan
langsung, namun sampai batas waktu yang diberikan
berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat
perhitungan dan pertanggunglawabannya.

26. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan
gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi
terhadap pelaku kerugian daerah.

27 . Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah
yang harus dik,embalikan kepada daerah oGh pegawai
yang terbukti menimbuikan kerugian daerah.

28. Pencatatan adalah mencatat jumiah kerugian daerah
yang proses tuntutan ganti rugi untuk sementara
ditangguhkan karena pegawai yang bersangkutan
meninggal dunia tanpa diketahui ahli warisnya atau ada
ahli waris yang tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban atau melarikan diri tanpa diketahui
alamatnya.
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29.

30.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik
daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan pengguna barang dan / atau kuasa
pengguna barang dan/atau pengelola barang dari
tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang
berada dalam penguasaannya.

Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan
sebagian atau seluruh keu,ajiban seseorang untuk
membayar hutang kepada daerah yang menumt hukum
menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan
keadilan atau alasan penting tidak layak menjadi
tanggungannya dan yang bersangkutan terbukti tidak
bersaiah.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan
kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin
kepegawaian berdasarkan ketcntuan yang berlaku.

Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang
bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang
menyangkut fisik maupun non fisik dipandang tidak
mampu menyelesaikan kenrgian daerah.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang
selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyata,an
tanggungjawab pegawai urrtuk mengembalikan kerugian
daerah disertai jaminan iraling sedikit sama dengan nilai
kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan
surat kuasa menjual jaminan.

Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang
selanjutnya disingkat SK-PBW adalahsurat keputusan
yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
tentang pemberian kesernpatan kepada bendahara untuk
mengajukan keberatan a.tau pembelaan diri atas
ttrntutan penggantian kerrr gian ne gar a f daer ah.

Banding adzrlah upaya pegawai/orang mencari keadilan
ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya
penetapan pembebanan.

Tim Ad Hoc adalah tim yang menangani penyelesaian
kerugian daerah pada OPD atau BUMD yang ditetapkan
oleh Kepala OPD atau Direksi BUMD.

32.

3; Pengampuan adaLah orang ]'ang tidak cakac hukur:i aiall
qi bau-ah umur aiau e^ic.l

: i Dar rye=n tt ai =', r'- n.J-- :-: '- I - t-'-F; -,c-- !^^<G--v'u Gub:* -< '---i ---s

31.

33.

34.

35.

36.

E::-::::1]:"--:n::
r -' :_-- -
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BAB II
RUANG LING,KUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelesaian kerugian daerah terdiri dari:
a. TP; dan
b. TGR.

Pasal 3

(1) Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, Bupati
membentuk Majelis/TPlO.

(2) Majelis/TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Apabila dipandang perlu Kepala OPD atau Direksi BUMD
dapat membentuk Tim Ad Hoc unfuk memverifikasi
kerugian daerah yang terjadi pada OPD atau BUMD.

(a) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD atau Direksi
BUMD.

Pasal 4
Majelis/TPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1)
terdiri dari:

a. Sekretaris Daerah selaku Ketua;

b. Inspektur Daerah selaku !\i'akii Ketua;

c. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
selaku Sekretaris;

d. Personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang
pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum dan
bidang lain yang terkait selaku Anggota.

BAB III
SIIB'EK I}AIT O&TENT

rybEcrft
rrliDl
His
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Bagian Kedua

Objek
Pasal 6

Objek TP dan TGR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2

meliputi uang dan barang daerah.

BAB IV

INFORMASI, VERIFII(ASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Informasi
Pasal 7

Informasi mengenai adanya kerugian daerah baik TP maupun
TGR dapat diketahui melalui:

a. Hasil pemeriksaan aparat pengar,vas fungsional;

b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan
iangsung;

c. Hasil verifikasi pejabat yang berwenang;

d. Laporan dari masyarakat; atau

e. Perhitungan ex officio.

Bagian Kedua

Verifikasi dan Laporan

Pasal 8

(1)Tim Ad Hoc melakukan verifikasi atas informasi kerugian
daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 pada OPD
atau BUMD yang bersangkutan.

(2) Kepala OPD atau Direksi BUMD menyampaikan hasil
verifikasi Ttm Ad f{oc sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada Bupati, tembusan disampaikan kepada Majelis/
TPKD.

(3) Khusus untuk TP, selain penyampaian hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepaia OPD atau
Direksi BUMD nrenyampaikan juga Surat Pemberitahuan
kepada BPK.

(4) Kepala OPD atau Direksi BUMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2\, apabila tidak melaporkan dalam jangka
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya
hasil verifikasi dari Tim Ad Hoe, dikenakan hukuman
disiplin karena lalai dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya.

(5) Bentuk Surat Pemberitahuan kepada BPK sebagaimana
dirnaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan
Bupaii.
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(1)

Pasal 9

Berdasarkan iaporan kerugian daerah berupa TP dari
Kepala OPD atau Direksi BUMD, Bupati menugaskan
Majeli-s/TPKD untuk melakukan verilikasi paling larna 7
(tduh) hari kerja sejak diterimanya laporan tersebut.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara mengumpulkan dan meneliti dokumen-
dokumen antara lain sebagai berikut:

a. Surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau
sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi bendahara;

b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;

c. Register penutupan buku kas/barang;

d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum
dipertanggung-jawabkan dari pengguna
anggaran/ kuasa pengguna anggaran;

e. Surat keterangan bank t.entang saido kas di bank
bersangkutan;

f. Fotocopy/rekaman buku kas umum bulan yailg
bersangkrrtan yang memuat adanya kekurangan kas;

g. Surat tanda lapor, dari kepolisian daiam hal kerugian
daerah mengandung indikasi tindak pidana;

h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari
kepolisian dalam hal kerugian daerah yang terjadi
karena pencurian atau pet:ampokan; dan

i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau
pengadilan.

(3) Majelis/TPKD mencatat kerugian daerah dalam daftar
kerugian daerah.

(4) Format daftar kerr-rgian daerah sebagaimana dirnaksuci
pada ayat (3)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(5) MajelisiTPKD menyelesaikan verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam rnaktu 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak memperoleh penugasan dari Bupati.

(6) Majelis/TPKD melaporkan hasil verifikasi sebagarnaia
dimaksud pada ayat (5) kepada Bupatr.

(7) Bupati menvampail<an irasil verltli<as: ke:--=r:.
kepada BPK paling lama 7 (ru;uht ha: kela s3_ a--:

dari l\lajelis/TPKD denga:: d.''e::g<a::
sebagaimana dimaksuC pacia. a-.'a: 2i.

Pasal 1O

Selama dal.arn proses :-eni:sa.s:. :e---:z:-a:z
dibebastugaskan sem entara ian j abatann -,-a"

Mekanisme pembebastuigasan dan penunj ul<an be;la.::a:a
pengganti diusulkan oleh OPD atau BUMD masing-::lasng
i-:ntuk mendanat nersifrrirlan dari Rrrnati

(2)

(1)

(2)
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(1)

Pasal 11,

Berd.nsarkan laporan kerugian daerah berupa TGR dari
Kepala OPD atau Direksi BUMD, Bupati menugaskan
Inspektur Daerah untuk melakukan pemeriksaan
terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan
dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian
kerugian daerah.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Inspektur
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (i), Bupati
memerintahkan Majelis/TPKD untuk menyelesaikan
kerugian daerah.

BAB V

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 12

Penyelesaian TP dilakukan melalui mekanisme:

a. Pemeriksaan BPK;

b. SKTJM:

c. Pembebanan Kerugian Daerah Sementara;

d. Penetapan Batas Waktu;

e. Pembebanan Kerugian Daerah;

f. Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan;

g. Penyelesaian kerugian daerair yang bersumber dari
perhitungan ex officio; dan

h. Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dan
Pencatatan.

Paragraf 1

Pemeriksaan tsPK

Pasal 13

BPK melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian
daerah berdasarkan hasil verifikasi sebagairnana
dimaksud pada Pasal 9 ayat (7) unruk menl-irnpuikan ada
atau tidaknya kerugian daerah.

Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana cir:aks;c
pada ayat (1) terbukti adanva ker.rgia:: Cae:ar- BPr'
menyurati Bupati untuk memproses pe::-;e.esa:a:
kerugian daerah melalui SKTJM.

Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dllaks::c
pada ayat (1) ternyata tidak terdapat adan3-a ken-rgian
daerah, BPK menyurati Bupati agar kerugian daerah
dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

(2\

(1)

(2)

(3)
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Paragraf 2

SKTJM

Pasal 14

(1) Berdasarkan surat dari BPK sebagaimana dimaksucl pada
Pasal 13 ayat (2), paling lama 7 (tujuh) hari ker:ja Bupati
memerintahkan Majelis/TPKD untuk memproses
penyelesaian kerugian daerah meialui SKTJM'

(2) Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja bendahara sudah
membuat dan menandatarrgani SKTJM.

Pasal 15

(1) Dalam hal bendahara n:.enandatangani SKTJM, maka yang
bersamgkutan wajib menyerahkan jaminan kepada
Majelis/TPKD antara lain dalam bentuk dokumen-
dokumen sebagai berikut:

a. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas
nama bendahara;

b. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang
daLn/atau kekayaan lain da.ri bendahara.

12) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak
dapat ditarik kembali.

(3) Surat kuasa menjual danlatau mencairkan barang
dan/ atau kekayaan yang dijaminkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah BPK
mengeiuarkan surat keputusan pembebanan.

(4) Bentuk dan isi SK]'JIVI ditetapkan dengi-rn Peraturan
Bupati.

Pasal 16

(1) Perrggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai
paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM
ditandatangani.

(2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis/TPKD
mengembalikan bukti kepemiiikan barang dan surat kuasa
sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 a--vat (1)'

(3) Apabila bendahara tidak iapat mengganti keiugia:: ia:ra:
sebagaimana dimaksud pada ai'at (1). \Ia:ei:s TP5} :a:F:
menjual danf atau mencairkan harta ke<ai-aa;: r-a::;
dijaminkan sebagaimana Cjmaksuc pada Pasa- -i :; =- -

huruf a.

Pasal 77

(1) Majelis/TPKD melaporkan hasil pen,veleseia!. Keruse:
daerah melalui SKTJM kepada Bupiti.
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(1)

(2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian
daerah melalui SKTJM sebaga.imana dimaksud pada ayat
(1) kepada BPK paling lama T (tujuh) hari kerja sejak
menerima laporan dari Majelis/TpKD.

Pasal 18

Daiam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah
sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2), BpK
mengeluarkan surat rekornendasi kepada Bupati agar kasus
kerugian daerah dikeluarkan dari daftar ker-ugian daerah.

Pasal 19

Dalam hai kasus kerugian daerah diperoleh berdasarkan
pemeriksaan yang dilaku,kan oleh pemeriksa yang bekerja
untuk dan atas nama BPK, dan dalam proses pemeriksaan
tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara
sukarela, maka bendahara membuat d"an menindatangani
SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas
nama BPK.

Paragraf 3
Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 2O

Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat
menjamin pengembalian ker,gian daerah, Bupati
mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara
lalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
Bupati memberitahukan sura.t keputusan pembebanan
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
BPK.

Bentuk <lan isi surat keputusan pembebanan sementara
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21
surat keputusan pembebanan sementara mempunyai
kekuatan hukum utuk rneiakukan sita jaminan.
Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada instansi y"rrg
berwenang melakukan penyitaan paling iama 7 ttujrt ihari kerja setelah diterbitkannya surat keputr.lsan
pembebanan sementara.

Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan _yang berlaku.

Paragraf 4
Penetapan Batas trIalctu

Pasal 22

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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(2)

a. Tidak nrenerima hasil verifikasi kerugian daerah d.ari
Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 aya.t {7);
dan

b. Berdasarkan pemberitahuan Bupati tentang
pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud pada
Pasal 17 ayat (2), ternyata bendahara tidak
rnelaksanerkan SKT.IM.

SK-PBW sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung
bendahara atau kepala OPD atau direktur BUMD dengan
tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari
bendahara.

Tanda terima dari bendahara sebagairnana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung
bendahara atau kepala OPD atau direktur BUMD paling
lama 3 (tiga) hari kerja sejak SK-PBW diterima bendahara.

(4) Bentuk dan isi SK-PBW ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Pasa1 23

Bendahara dapat mengajukan keberertan atas SK-PBW kepada
BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal
penerimaan SK-PBW yang tertera pada tanda terima
sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2).

Pasal24
(1) BPK menerima atau menolak keberatan bendahara

sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 paiing lanrer 6
(enam) bulan sejak surat keberatan dari hendaha.ra
diterima oleh BPI{.

(2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberata.n
yang diajukan bendahara, maka keberatan yang diajukan
dinyatakan diterirna.

Paragraf 5

Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 25

(1) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabiia:

(1) Surat keputusan pembeba-ran dikelu.arl<an oien BPK
apabila :

a. Jangka waktui untuk mengajuka.n kex::a-:
sebagaimana dimaksud pada Pasai 23 :e"a:
terlampaui;

b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ciitoiak; arar,

c. Telah melampaui jangka waktu 4O (empat puluhl hari
sejak ditandatangani SKTJM na.mun kerugian daerah
heh rrn senenrrhnve r{ioenti -

(3)
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(2\

(1)

(21

(i)

(2)

(1)

(21

(3)

(1)

(21

Bentuk dan isisurat keputusan pembebanan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Surat- keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 25 disampaikan kepada bendahara melalui
atasan langsung bendahara, kepaia OPD atau direksi
BUMD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda
terima dari bendahara.

Surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap.

Pasal2T

BPK mengelua.rkarr surat keputusan pembebasan, apabila
menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara,
pengampu atau ahli waris.

Bentuk dan isi surat keputusan pembebasan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 28

Berdasarkan surat keputusan pernbebanan dari BPK,
bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara
menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima
surat keputusan pernbebanan.

Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harta
kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang
bersangkutan.

Pasal 29

Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan
hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.

Apabila dalam jangka walchr 7 (tujuh) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 a5rat (1| bendahara
tidak mengganti kerugian daerah secana ttrDain Bupati
mengajukan permintaan kepada instansi Jrang Uerucoans
untuk melakukan penyitaan den peqiuatan trlhm8 aftot
harta kekal'aan benda-hara-

Hasil penjualan lelang atas harta rctryam ffi
sebagaimsna flirnaksud pada ajret (4 .lEitthfrfum r|ffi&
mengganti kerugian daerah.

Selama proses pelel,angan rlilrlmanzlcrn" rrliliLr*-'
pemotongan penghasilan yang ditcrima berrdahma fu
50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai Uug&tm
daerah terlunasi.

\4)
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Pasal 3O

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan
sebagaimana d.imaksud pada pasal 29 ayat (2) diatur reuftr
lanjut oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan instansi yang
berwenang melaliukan penyitaan dan penjualan aanTltaJ
pelelangan.

Pasal 3L
(i) Apabila bendahara tidak memiiiki harta kekayaan untul<

dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi i:ntuk
penggantian kerugian daerah, maka Bupati
mengupayakan pengembalian kerugian claerah melalui
pemotongan serendah-rendahnya sebesar s0% (lima puluh
persen) clari penghasilan l-rendahara tiap bulan srimpai
lunas.

(2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun dan belum
melunasi kerugian daerah, maka daram surat Keterangan
Penghentian Pembayaran (.sKpp) dicantumkan bahw. )rl.rg
bersangkutan masih. mempunyai hutang kepada daerah-,
sehingga Tabungan Pensiun pegawai Negeri (Taspen) yang
menjadi hak bendahara cliperhitungkan untuk menggantl
kerugian daerah.

Paragraf 7
Penyelesaian Kerugian Daerah yang Bersumber Dari

Perhitungan Ex Offioio
Pasal 32

(1) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam
Pasal 13 sampai dengan pasal 31, berraku pula terhadap
kasus kerugian yang diketahui berdasarkan perhitungan
ex officio.

(2) Apabila pengampi-l atau ahri waris benderharei bersedia
mengganti kerugian daerah secara sukarela, maka yang
bersangkutan membuat dan menandatangani r.rr.I
pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah.

(3) Nilai kerugian daerah yang dapat dibebankan kepada
pengampu atau ahli u'aris, terbatas pada harta kekai'aa:r
yang dikelola atau diperoleh dari bendaha;a.

Pasal 33
Terhadap kerugian daerah atas i-Ei::g;:tqar-a: :,::::=::. --=dapat dilakukan penghapusa:r.

Tata ca.ra penghapusa-:i secagai::a::a i^=a.:s;: :: - : ,-. ::
(1) diatur dengan Peraturan E;:=-;.

(1)

(2)



l7

Paragraf I
Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan pembebanan

dan Pencatatan
Pasal 34

Bupati menyampaikan laporan kepada BpK tentang
pelaksanaan surat keputusan pembebanan dan dilampiri
dengan bukti setor.

Pasal 35
(1) BPK mengeluarkan surat keputusan pencatatan apabila:

a. Bendahara melankan diri dan tidak diketahui
keberadaannya serta tidak ada keluarga;

b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak
diketahui keberadaannya.

(2) Bentuk dan isi surat keputusan pencatatan ditetapkan
dengan Peratr,rran Bupati.

Bagian Kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 36
Penyelesaian TGR dilakukan melalui mekanisme upaya damai
dan/atau tuntutan ganti rugi biasa, penyelesaiah keru.gian
barang daerah, dan pencatatan.

Paragraf 1

Upaya Damai

Fasal 37
(1) Penyelesaian TGR diutamakan dengan upaya damai oleh

pegawai/ahli waris baik dengan membayar sekaligus
(tunai) atau melalui angsuran.

(2) Apabila upaya damai dilakukan dengan cara angsuran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiyaran
dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak
ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang
{ang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian
daerah.

(3) Penyelesaian dengan carEr angsuran sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, apabila melalui pemohgao
gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan S.lrar Xrnsa
dan jaminan barang beserta surat Utcrangro t;p;"r&.ilr
yang sah dan harrs dilengkad Srrat Krm f:qilU
Jaminan.

(a) Apabila pegawai tidak dapat rrn{*hran*hm pc*qnn
angsuran dalam, jangka wak6 ymg Ometrm ddh
SIffJM sebagaimana dirnaksnad ugla ryat Wl" 6tra
barang jaminan pembayaran angsrrran dapat dfruil
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(1)

(5) Apabila terdapat kekurarlgan dari hasil penjualan barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi kewajiban
pegawai yang bersangkutan untuk menutupi kekurangan,
dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang
akan dikembalihan kepada pegawai yang bersangkutan.

(6) Pelaksanaan upaya damai dilakukan oleh Majelis/TPKD.

Paragraf 2

TGR Biasa

Pasal 38

Apabila ganti kerugia.n daerah melalui upaya damai
sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 tidak berhasil,
mal<a dilaksanakan proses TGR Biasa.

Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada pasal
7, Majelis/TPKD memproses TGR Biasa dimulai dengan
pemberitahuan/undangan tertulis kepada pegawai yang
bersangkutan, dengan menyebutkan :

a. Waktu dan tempat sidang Majelis/TPKD, dalam waktu
14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat
pemberitahuan dikelua rkan ;

b. Identitas pelaku;

b. Jumlah taksiran kerugian daerah;

c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan clilaku.kan; dan
d. Kesempatan pelaku untuk mengajukan keberatan/

pembeiaan diri.
Pengqjuan keberatan/pembeiaan diri disampaikan pelaku
pada saat sidang Majelis/TPKD disertai bukti dan/arau
saksi yang dipandang perlu.

Apabila keber:atan/pembelaan diri dari pelaku cukup
mendasar, maka Majelis/TPKD mempelajari clan
melakukan klarifikasi dengan Inspektorat Daerah.
Kabupaten Cianjur yang menangani untuk mengupayakan
dapat diianjutkannya TGR.

Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat {41 ternSrata Majelis/TPKD tidak memperoieh data
indikasi kerugian daerah yang diakibatkan pelaku, rnaka
Majelis/TPKD melakukan sidang kedua dengan agenda
penerbitan Berita Acara/Risalalr. Sidang yang rnerruat.
materi tidak ada piutang TGR.

Setelah melakukan klarifikasi ternyata Majelis/TPKD
meyakini adanya kerugian daerah, maka Maielis/ltPKD
melakukan sidang kedua clengan agenda menjelaskan
kepada pelak-u bahwa dengan perbuatannya
mengakibatkan kerugian daerah sebagai jawaban
keberatan/pernbelaan diri dari pelaku sehingga pelaku
dapat menerima keputusan Majelis/ TPKD, selanjutnya
diterbitkan SKTJM.

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)
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(1)

(2\

(3)

(4|

(2t

(3)

Paragraf 3

Penyelesaian Kerugian tsarang Daerah

Pasal 39
Pegawai yang bertanggungjawab atas t_erjadinya
kehilangan barang daerah baik bergerak maupun tidal<
bergerak, melakukan penggantian dalam bentuk uang
atau barang.

Penggantian kehilangan barang daerah berupa kendaraan
bermotor baik di darat manpun di atas air, berdasarkan
nilai taksiran harga kendaraan dengan cara tunai atau
angsuran paIing lama 2 (dua) tahun, dan disertai dengan
jaminan barang yang nilainya cukup.
Penggantian kerugian barang daerah dalam bentuk uang
dapat dilakukan terhadap barang bergerak atau tidak
bergerak dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua)
tahun.

Nilai taksiran jumiah harga benda yang akan diganti rugi
dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana
dimaksud pada aya.t {21 dan (g) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati berdasarkan penilaian konsultan
penilai atau tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 4O

(1) Bupati menerbitkan Keputusan pencatatan jika TGR
belum dapat dilaksanakan karena pegawai meninggal
dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui atau ada atrii
warls tetapi tidak derpat dimintakan
pertanggungjawabannya atau pegawai melarikan diri dan
tidak dapat dimintakan itertanggungjawabannya atau
pegawai melarikan dirr dan tidak diketahui alamatnya.
Dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pacla
ayat (1), kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan
dari daftar kerugian daerah.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seu'aktu-
waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui
alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan
pertanggun gj awabannya.

BAB VI
KEDALUWARSA

Pasal 41
(1) Kewajiban bendahara danf atau pegawai bukan bendahara

untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsa jika
dalam wakiu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian
daerah atau dalam waktur 8 (delapan) tahun seiak
terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penu.ntutan
ganti rugi terhadap yang bersangkutan.



I

2A

(2) Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak/ahii
waris untuk membayar ganti kerugian daerah menjadi
hapus apabila daiam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan
pengadilan yang menetapkan pengampuan kepacta
bendaharadan/atau peganvai bukan bendahara yang
bersangkutan, atau sejak bendaharadan/atau pegawai
bukan bendahara yang bersangkutan diketahui melarikan
diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh
hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang
berwenang mengenaiadanya kerugian daerah.

BAB VII
PENGHAPUSAN

Pasal 42

(1) Pegawai bukan bendahara atau ahli warislkeluargar
terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan .Bupati
diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu
membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati
untr.rk penghapusan ata s kewaj ibannya.

(2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(i), Bupati memerintahkan TPKD untuk melakukan
penelitian dan apabila ternyata yang bersangkutan
memang tidak mampu mernbayar ganti rugi, maka Bupati
menerbitkan keputusan untuk menghapus ganti rugi baik
sebagian atau seluruhnya.

(3) Keputrsan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat \2),
tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan
Ralqyat Daerah Kabupaten Cianjur.

(4) Penghapusan dapat dilakukan terhadap kerugian daerah
akibat force majeure, dan terhadap pegawai bukan
bendahara tidak dapat dikenakan penuntutan apabila
kerugian daerah tersebut terjadi karena:

a. Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor,
banjir dan kebakaran; dan

b. Proses alami seperti rnembusuk, mencair, men5rusut,
mengurai dan menguap.

BAB VIII
PENYETORAN

Pasal 4'3

Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugian
daerah, atau hasil penjualan barang jaminan/kebenda.an
dilakukan melalui Kas Umum Daerah.

Kerugian daerah yang penyelesaiannya meialui
Pengadilan, hasil penjualan barang disetorkan ke Kas
Ijmum Daerah.

(1)

(2)
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(3) Penyetotan kerugian daerah sebagairnana ciimaksud padaayat (2) yang berasal dari BTJMD, setelah diter:ma Kasumum Daerah segera dipindahbukukan ke Rekening
BUMD.

BAB TX

KETEIVTUAil PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
pengunda.ngan Peraturan Daerah ini dengan
dalam Lembaran Daerah.

pada tanggal

memerintahkar:r
penempatannya

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Desernber 2012

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Januari 20i3

SEK RAH KABUPATEN CIANJUR,

DIN ALI

KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2}rc NOMOR B.
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